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Abstrak 
Penelitian ini berfokus untuk mengkaji putusan hakim terkait dengan perkara pembatalan 
nikah yang berlatar belakang kasus silariang sesuai dengan berkas perkara nomor 
183/Pdt.G/2019/Pa.Batg pada Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 
untuk meninjau perkara tersebut dari perspektif hukum Islam dan hukum adat (silariang). 
Penelitian ini merupakan riset lapangan (field research) ditunjang paradigma yuridis normatif 
dan sosiologis. Sumber data penelitian adalah primary data yang diperoleh melalui indepth 
interview dan secondary data yang diperoleh dengan menganalisis dokumen. Data yang 
terkumpul kemudian dianalisis dengan ditunjang uji keabsahan berupa metode triangulasi 
untuk menarik kesimpulan akhir. Hasil penelitian menemukan bahwa dasar pertimbangan 
majelis hakim menerima perkara pembatalan nikah dengan No.183/Pdt.G/2019/PA.Batg 
adalah karena adanya syariat nikah yang tidak terpenuhi, yaitu wali nikah yang tidak sesuai 
syariat Islam, di mana keluarga laki-laki menjadi wali nikah perempuan. Olehnya itu, perkara 
ini memang harus dibatalkan secara hukum formil. Berdasarkan hukum Islam, perkara 
pernikahan sudah selayaknya dibatalkan sebab silariang dalam pandangan Islam dan adat 
merupakan suatu yang hal tabu. Implikasi penelitian yang diharapkan adalah agar riset ini 
dapat mengeedukasi mengenai perkara hukum dan perkara adat silariang dalam bentuk kasus 
putusan pengadilan bagi masyarakat, akademisi, praktisi, maupun calon-calon akademisi dan 
praktisi hukum ke depannya. 
Kata Kunci: Analisis Putusan Hakim, Pembatalan Nikah, Silariang. 
Abstract 
This research focuses on examining the decisions of judges related to marriage cancellations 
which are based on silariang cases in accordance with case file number 183/Pdt.G/2019/ 
Pa.Batg at the Religious Courts. In addition, this study also aims to review the case from the 
viewpoint of Islamic law and customary law (silariang). This research is a qualitative field 
research with normative and sociological juridical paradigms. Source of data used are 
primary data obtained through interviews and secondary data obtained through document 
analysis. The collected data is then analyzed with the support of a validity test in the form of a 
triangulation method to draw final conclusions.The results found that the panel of judges' 
consideration of accepting a marriage cancellation case with No.183/Pdt.G/2019/PA.Batg 
was due to an unfulfilled marriage law, namely a marriage guardian who was not in 
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accordance with Islamic law, where the male family became female marriage guardian. 
Therefore, this case must be legally canceled. Based on Islamic law, marital matters should be 
canceled because silariang in the Islamic view is forbidden, 'condemned' because it is related 
to siri 'family.The expected implication of this research is that this research can provide 
learning about legal cases and silariang adat cases in the form of court verdict cases for the 
public, academics, practitioners, as well as prospective academics and legal practitioners 
going forward. 
Keywords: Analysis of Judge's Decision, Marriage Cancellation, Silariang. 
 
 
A. Pendahuluan  
Pernikahan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 
disahkan oleh akad, guna membangun keluarga sakinah mawaddah, dan warahmah 
dimana di dalam pernikahan ada banyak peraturan agama dan pemerintah yang harus 
ditaati, didalam ikatan pernikahan adalah komitmen sakral antara sepasang laki-laki dan 
perempuan. Hal ini sudah dijelaskan dengan jelas dalam Undang-undang pernikahan 
Pasal 22 No. 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak 
berkualifikasi untuk menikah. Menikah merupakan sunnatullah yang berlaku bagi siapa 
saja demi keberlangsungan keturunan. Islam memerintahkan untuk menikah 
sebagaimana dijelaskan dalam kitabullah dan hadits. Perintah tersebut juga telah 
diselaraskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa 
“pernikahan menurut Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqaan ghalidzan 
untuk menaati perintah Allah dan yang melaksanakannya sama dengan beribadah.”1 
Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang pernikahan sebagai 
suami-istri dengan orientasi keberkahan dan kebahagiaan berlandaskan aturan-aturan 
Allah SWT.. Didalam kitab Undang-Undang hukum pernikahan BAB I Pasal I ayat 8 
Kompilasi Hukum Islam memuat bahwa: 
“Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk 
melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan dan atas nama 
anak yang tidak mempunyai orang tua, orang tua yang masih hidup, dan tidak cakap 
dalam persoalan hukum.” 
                                                
1 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan 
Kelembagaan Islam, 1999), hlm. 136. 
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Berdasarkan keterangan di atas menjelaskan bahwasanya dalam sebuah pernikahan ada 
syarat dan ketentuan yang berlaku untuk memenuhi sahnya suatu pernikahan dimana 
perwalian termasuk salah satunya. Apabila pernikahan dilangsungkan tanpa wali atau 
tanpa sepengetahuan wali maka pernikahan tersebut dinyatakan batal secara hukum 
karena melanggar ketentuan hukum BAB I ayat I pasal 8 Kompilasi Hukum Islam. 
Jika dilihat berdasarkan perspektif hukum Islam, defenisi pernikahan menurut Pasal 1 
Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang keras mengikat atau mitsaaqaan ghaaliizhan 
untuk turut serta kepada perintah Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakannya 
merupakan ibadah.2 Pernikahan merupakan perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan 
oleh siapa saja yang memenuhi syarat. Barangsiapa yang kawin (nikah) berarti ia telah 
melaksanakan sebahagian dari sunnah, bertakwa kepada Allah Swt. demikian sunnah 
qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasullullah Saw.3 Rukun dan syarat nikah 
menjadi hal yang wajib pada pernikahan agar pernikahan dianggap sah. 
Hal ini tidak relevan dengan kenyataan di mana kita bias menemui warga negara 
Indonesia tak menaati peraturan dan rukun suatu pernikahan sehingga menimbulkan 
problematika di kemudian hari. Hal ini nampak dari banyaknya perkara Permohonan 
pembatalan nikah yang mana permohonan tersebut diajukan sendiri oleh si pelaku nikah 
dari sebelah pihak yang masuk pada lembaga peradilan agama khususnya di peradilan 
agama Bantaeng kelas II. Pada hakikatnya memenuhi rukun dan syarat ketentuan sahnya 
suatu pernikahan, salah satunya mendapat restu atau sepengetahuan wali nikah kedua 
belah pihak bertujuan untuk membentengi kepentingan wanita dan anak-anak yang 
nantinya lahir seiring waktu yang tidak tercatat di institusi resmi. Hal ini berdampak 
pada hukum waris serta berbagai urusan dokumen-dokumen kenegaraan lainnya. 
Realitanya masih banyak masyarakat yang tidak ‘paham’ terhadap rukun dan syarat 
nikah. Fenomena ini hadir di tengah-tengah masyarakat dan disebut dengan silariang. 
                                                
2 Asmin, Status Pernikahan antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Jakarta: 
Dian Rakyat, 1986), hlm. 28. 
3 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 1997), hlm.3. 
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Silariang secara bahasa berarti nikah lari. Namun, secara etimologi istilah ini berubah di 
Indonesia yang kemudian diartikan sebagai pernikahan yang tidak dicatat secara resmi 
oleh Negara karena tidak melalui prosedur resmi. Hal inilah yang membuat nikah lari 
seakan menjadi tren di Indonesia. Adanya banyak faktor seperti kurangnya biaya 
pernikahan, tidak mendapat restu, peraturan yang ketat tentang pegawai yang tidak boleh 
menikah lebih dari sekali, dan lain-lain disinyalir menjadi sebab mengapa kemudian 
pernikahan siri yang awalnya dianggap tabuh kini menjadi hal lumrah. 
Konsep nikah lari sebenarnya telah lama ada dalam kehidupan masyarakat, khususnya 
masyarakat Bugis-Makassar. Dalam budaya Bugis-Makassar, nikah siri lebih dikenal 
dengan istilah silariang. Dari segi makna, silariang merupakan sebuah panggaukang 
(perbuatan) yang yang tidak relevan dengan budaya dimasyarakat. Mengapa demikian, 
karena silariang merupakan “jalan terakhir” bilamana pernikahan secara ‘baik-baik” 
tidak dapat dilaksanakan. Keterpaksaan ini membuat pelaku silariang menjadi acuh 
terhadap rukun dan syarat nikah yang ada. Salah satu Contoh konkrit silariang ini terjadi 
pada salah satu pasangan di kabupaten Bantaeng. Kasus ini merupakan salah satu. kasus 
silariang yang terjadi dan kemudian diperkarakan ke Pengadilan Agama Bantaeng kelas 
II pada tahun 2019. 
Dalam perkembangannya, hakim memutuskan untuk membatalkan status pernikahan 
keduanya karena kedua mempelai menyalahi syarat sah pernikahan, yaitu dinikahkan 
oleh wali nikah yang tidak sah. Berdasarkan problematika tersebut, peneliti kemudian 
tertarikmuntuk meneliti dengan judul “Analisis Putusan Hakim tentang Silariang 
terhadap Pernikahan Tanpa Sepengetahuan Wali Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng 
Kelas II (Studi Kasus Pembatalan Nikah Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg)”. Merujuk 
pada judul penelitian yang telah diajukan, maka tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui dasar pertimbangan majelis Hakim menolak perkara pembatalan nikah 
dengan No.183/Pdt.G/2019/PA.Batg dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam 
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B. Metode Penelitian 
Merujuk pada topik penelitian, jenis riset ini adalah riset lapangan (field research). 
Menilik jenis data yang akan digunakan, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, 
yaitu menelusuri sesuatu yang menjadi tujuan penelitian secara mendalam berdasarkan 
bukti-bukti atau temuan yang ada. Dalam hal ini, penelitian dilakukan melalui direct 
observation pada majelis hakim dalam perkara pembatalan nikah dengan nomor perkara 
183/Pdt.G/2019/PA.Batg. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan integral dalam 
suatu penelitian agar penelitian tersebut lebih fokus pada kajian sesuai dengan topic 
yang dibahas. Maka Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data 
subjek yang diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber penelitian. Data-
data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dengan metode 
triangulasi sumber data. 
 
C. Hasil dan Pembahasan  
1. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat 
Perkara Pembatalan Nikah Dengan No. 183/Pdt.G/2019/PA.Batg 
Berikut hasil pertimbangan dan hasil putusan hakim sebagaimana dikutip dari berkas 
hasil putusan perkara Pembatalan Nikah Dengan No. 183/Pdt.G/2019/PA.Batg; 
Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya pelanggaran dengan wali sebagai rukun 
dalam pernikahan, maka berdasarkan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, maka 
pernikahan tersebut dapat dibatalkan; 
Menimbang bahwa dalam pasal tersebut di atas, syarat-syarat pernikahan dapat 
dibatalkan apabila; 
a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; 
b) Perempuan yang dinikahi ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria 
lain yang mafqud; 
c) Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam iddah dari suami lain; 
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d) Pernikahan yang melanggar batas umur pernikahan, sebagaimana ditetapkan 
dalam pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974; 
e) Pernikahan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 
berhak; 
f) Pernikahan yang dilaksanakan dengan paksa; 
Menimbang bahwa tolak ukur yuridis tersebut, dihubungkan dengan peristiwa hukum 
dalam kasus pembatalan pernikahan ini, dimana syarat tersebut tidak bersifat 
kumulatatif, namun bersifat alternatif yang tidak semuanya harus terbukti namun hanya 
salah satu diantara syaratnya harus terbukti; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka 
menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat untuk membatalkan pernikahannya dengan 
Tergugat telah memenuhi salah satu alasan yang telah ditetapkan dalam pasal 71 huruf 
(e) Peraturan Pemerintah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam permohonan Penggugat dapat dikabulkan; 
Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang pernikahan, maka 
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; 
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum 
syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 
menghadap di persidangan, tidak hadir; 
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 
3. Menyatakan batal pernikahan Penggugat, (Penggugat) dengan Tergugat, 
(Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2012 di Makassar; 
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 
416.000,00, (empat ratus enam belas ribu rupiah). 
Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Analisis Putusan Hakim Tentang Silariang Terhadap Pernikahan Tanpa Sepengetahuan  
Wali Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II  
(Studi Kasus Pembatalan Nikah Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg)  
 
Hilmi, Abd. Halim Talli  
 
QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020 | 275 
Bantaeng dalam pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 
Dzulkaidah 1440 Hijriyah, oleh: Ruslan Saleh, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. 
H. Muhammad Baedawi, M.HI dan M. Kamaruddin Amri, SH., masing-masing sebagai 
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota 
tersebut, dibantu oleh Taufik, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat 
tanpa hadirnya Tergugat; 
Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Bantaeng dalam pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 
Dzulkaidah 1440 Hijriyah, oleh: Ruslan Saleh, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. 
H. Muhammad Baedawi, M.HI dan M. Kamaruddin Amri, SH., masing-masing sebagai 
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota 
tersebut, dibantu oleh Taufik, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat 
tanpa hadirnya Tergugat. 
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantaeng 
dalam Perkara Pembatalan Nikah yang Diterima 183/Pdt.G/2019/PA.Batg 
Silariang dimaknai sebagai hal tabu dalam budaya suku Bugis-Makassar. Silariang dapat 
dimaknai sebagai tindakan sebuah pasangan untuk melangsungkan pernikahan diluar 
pengetahuna orang tua, khususnya ayah sehingga walī nikah dalam silariang diperankan 
oleh walī nasab (bukan ayah). Terkait silariang ini, Muhammad Badawi mengungkapkan 
pandangannya sebagai berikut ini;4 
“Silariang ini ya mungkin ananda tau sendiri, sesuatu yang tabu dalam budaya kita. 
Kenapa? Karena budaya ini tidak sesuai dengan adat-istiadat kita yang menjunjung 
tinggi rasa malu. Kita kenal kan budaya siri’na pacce, mustinya itu yang kita patenkan 
dalam kehidupan kita, apalagi menyangkut pernikahan yang tentu sensitif dengan 
yang namanya malu.” 
                                                
4 Muhammad Badawi (48 tahun), Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 
5/12/2019. 
Analisis Putusan Hakim Tentang Silariang Terhadap Pernikahan Tanpa Sepengetahuan  
Wali Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II  
(Studi Kasus Pembatalan Nikah Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg)  
 
Hilmi, Abd. Halim Talli 
 
276 | QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020  
Apa yang disampaikan oleh Muhammad Badawi ini juga kurang lebih sama dengan 
yang disampaikan oleh Kamaruddin Amir, S.H berikut ini;5 
“Silariang ini kan nikah lari, yang di mana budaya dan agama kita tidak 
memperbolehkan hal itu sebab tidak sesuai dengan nilai budaya siri’ na pacce dan juga 
syariat Islam.” 
Laila Sahidan juga mengungkapkan pendapatnya terkait dengan silariang ini;6 
“Silariang secara adat budaya Makassar merupakan suatu hal yang tabu di mana 
agama dan istiadat kita secara keras melarang hal tersebut karena berkaitan secara 
integral dengan budaya malu dan syariat agama.” 
Dalam perspektif hukum Islam pernikahan tanpa walī merupakan perbuatan terlarang 
yang berakibat pernikahan tidak sah. Rasulullah saw. bersabda: “Tidak sah suatu 
pernikahan kecuali dengan adanya wali.”7 
Hadiṡ dengan gamblang mengungkapkan bahwa pernikahan tanpa walī adalah tindakan 
tidak terpuji. Hal ini dapat diketahui dari kalimat tidak ada nikah tanpa walī. Uṣhul fiqh 
yang mengungkapkan bahwa pada pokoknya suatu perkataan didefenisikan 
sesungguhnya atau hakikatnya.8 Menikah tanpa sepengetahuan walī berdasarkan hadiṡ 
didefenisikan secara langsung sesuai dengan konteksnya. Walī nikah adalah orang yang 
mutlak bisa menikahkan seorang wanita. Seseorang walī nikah harus memenuhi 
beberapa kualifikasi yaitu laki-laki, baligh, waras akalnya, sukarela, adil, dan tidak ada 
ihram haji.9 Walī nikah dibagi menjadi walī nasab dan walī hakim. Walī nasab adalah 
orang yang terdiri dari calon mempelai perempuan yang bisa menjadi walī dengan 
memenuhi kualifikasi menjadi walī. Sedangkan walī hakim merupakan orang yang 
dipilih oleh pihak berwenang untuk menjadi wali hakim (tidak memiliki hubungan 
                                                
5 Kamaruddin Amir (42 tahun), Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 
6/12/2019. 
6 Laila Sahidan (45 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 6/12/2019. 
7 Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dhahhak al-Tirmidzi, Al-Jami’ al-Kabir- Sunan al-
Tirmidzi, Juz 2 (Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1998M), hlm. 398. 
8 H. A. Djauzi, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Ed. Revisi (Cet. 
V; Jakarta: Kencana, 2005). 
9 Abd.Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Ed. I (Cet. I; 
Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 278. 
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keluarga atau nasab dengan calon mempelai perempuan) dalam suatu pernikahan dengan 
memenuhi kualifikasi tertentu.10 
Silariang pada hakikatnya terjadi sebab ketidaksetujuan keluarga (khususnya ayah) 
maka walī nikah dalam silariang diperankan oleh walī nasab yang terdekat dengan calon 
mempelai pernikahan (yang menyetujui pernikahan tersebut). Berdasarkan pembahasan 
terkait silariang dan juga terkait wali nikah, peneliti dalam konfirmasinya dengan 
informan menemukan beberapa penyebab atau faktor yang mempengaruhi terjadinya 
silariang yang disampaikan oleh informan Muhammad Badawi;11 
“Kurangnya interaksi antara orangtua dengan anaknya kadang jadi penyebabnya. 
Biasanya, orangtua tidak tau kalo anak punya pacar dan sudah sangat serius. Si anak 
juga ragu-ragu untuk sampaikan kepada orangtua, Jadinya mereka pilih jalan alternatif 
kayak silariang ini. Tapi biasanya yang rendah pendidikannya yang begitu, yang 
tamatan SD atau SMP.” 
Kamaruddin Amir;12 
“Berdasarkan data-data yang terhimpun, di Bantaeng ini kebanyakan yang tamatan SD 
sama SMP. Jadi kesimpulannya, tingkat pendidikan itu berpengaruh sekali terhadap 
pemahaman soal nikah ini. Kalo bagus pendidikannya, insyaa Allah tidak akan terjadi 
namanya silariang ini. Biarpun bukan pendidikan formal, yang jelas ada 
pendidikannya dari lingkungannya ataupun keluarganya. Di sini, peran keluarga 
sangat penting.” 
Laila Sahidan;13 
“Banyak faktor itu dek. Ada yang karena tidak mau dijodohkan, ada yang tidak 
direstui, ada yang laki-lakinya dipersulit uang panaiknya, dan lain-lain. Jadi, secara 
umum banyak penyebabnya. Faktor pendidikan yang dikatakan pak Kamaruddin itu 
benar, karena orang melakukan hal yang bisa dikatakan tidak masuk akal. 
Ketiganya secara umum sepakat bahwa silariang merupakan hal yang disebabkan oleh 
berbagai faktor seperti faktor keluarga, pendidikan, dan lain-lain. Mengutip perkataan 
                                                
10 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Ed.I, hlm. 277. 
11 Muhammad Badawi (48 tahun), Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 
5/12/2019. 
12 Kamaruddin Amir (42 tahun), Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 
6/12/2019. 
13 Laila Sahidan (45 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 6/12/2019. 
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Laila Sahidan di atas, “........karena orang melakukan hal yang bisa dikatakan tidak 
masuk akal.” Karena tidak sesuai dengan syariat Islam, dalam hal ini terkait dengan zina. 
Zina merupakan interaksi terlarang antara sebuah pasangan di luar akad nikah, apapun 
alasannya.14 Tetapi perlu ditambahkan bahwa zina bukan hanya karena hubungan intim 
tanpa akad, sebab ada pernikahan yang berlanggsung dengan akad tapi tidak dinyatakan 
sah karena pernikahan tersebut terlarang atau tidak terpenuhinya kualifikasi tertentu, 
karena pernikahan dianggap tidak sah maka jika seorang laki-laki dan perempuan 
melakukan hubungan kelamin dianggap zina, termasuk interaksi kelamin antar-pelaku 
silariang yang tidak mendapat persetujuan dari walī dan alasan wali tidak menyetujui. 
Terkait hal ini, Islam melalui ijtima ulama yang tertuang dalam kitab Al-Fiqh ‘alal 
Madzhibil Al-arba’ah juz 4 hal 19 yang berbunyi; 
“Seorang hakim boleh minikahkan pernikahan atas izin dan restu pernikahan itu 
setelah jelas tidah ada penghalang pernikahan, dan tidak ada wali, atau ada wali tapi 
menolak untuk menikahkan atau lokasi wali berjauhan”.15 
Pendapat ulama tersebut demi mencegah kedua pelaku berbuat zina. Sebagaimana yang 
kita tahu bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Sebagaimana 
firman- Nya dalam QS. al-Isrā’/17: 32. 
َشةً َۗوَسۤاَء َسبِّْيًًل  ٰنٓى اِّنَّٗه َكاَن فَاحِّ  ٣٢َوََل تَْقَربُوا الز ِّ
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbautan 
yang keji dan suatu jalan yang buruk”.16 
Berdasarkan qiyas aulawi dapat dimaknai bahwa mendekati zina merupakan perbuatan 
terlarang apalagi melakukan zina. Kata menunjukkan bahwa perbuatan zina merupakan 
perbuatan yang jahat atau buruk, sedangkan kalimat menunjukkan bahwa perbuatan zina 
menghadirkan pelbagai macam mudarat terutama bagi yang melakukannya.17 
                                                
14 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam, Cet. I. (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 68. 
15 Abd. Rahman bin Muhammad Aud al-Juzairi, al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-‘Arba’ah, Juz 4 (Cet. III; 
Libanon: Dar Kitab al-‘Ilmiyah; 2003), hlm. 30. 
16 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (t.t.: t.p., 2012), hlm. 115. 
17 Dudung Abdullah, “Tafsir QS.al-Isrā/17: 32” (Materi Kuliah Tafsir Hukum, Semester VI, Jurusan 
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang disampaikan di Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Maret 
2016.) 
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Berdasarkan HR. Abu Daud Nomor 4353 maka pelaku silariang yang tidak mendapat 
persetujuan dari wali dan alasan wali tidak memberikan persetujuan tersebut dengan 
alasan yang syar‟i yang merupakan zina muhṣan dikenakan sanksi rajam atau dilempar 
batu. Sedangkan berdasarkan QS.an-Nūr/24: 2 maka apabila pelaku silariang merupakan 
zina gairu muhṣan dikenakan sanksi berupa dera atau cambuk seratus kali. 
Penjelasan di atas merupakan langkah yang diputuskan bagi pelaku silariang secara 
hukum Islam. Beberapa hal disampaikan oleh informan terkait dengan solusi yang 
seharusnya dilakukan untuk mengatasi fenomena silariang ini; 
Laila Sahidan;18 
“Pendekatan kekeluargaan merupakan solusi paling jitu menurut saya. Jadi orang tua 
harus tahu betul seluk-beluk asmara anaknya, atau kalo bisa larang keras anaknya 
untuk pacaran karena itu kan zina, haram hukumnya dalam agama kita. Itu kan 
sekalian mendidik mi juga ceritanya.” 
Muhammad Badawi;19 
“Pendidikan itu paling penting, kalo bisa sekolah tinggi-tinggi biar paham dengan hal-
hal seperti itu. Anak-anak sekarang juga harus kritis dan selektif terhadap keputusan, 
jangan saat terjebak cinta sesaat. Kalo bisa ndausahmi pacar-pacaran, biar terbebas 
dari zina.” 
Kamaruddin Amir;20 
“Harus ada saling pengertian antara semua pihak, antara anak dan orang tua. Orang tua 
harus paham dengan asmara anaknya, misalnya kalo pacarnya anaknya mau baek, 
melamar, terima dengan baik-baik. Karena biasanya kalo ditolak, itumi penyebab 
silariang. Anak juga harus mampu terbuka untuk sharing dengan orang tua. Itu bisa 
mereduksi fenomena silariang.” 
Merujuk pada hal tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan terkait dengan solusi 
untuk mengurangi terjadinya fenomena silariang ini sebagai berikut: 
1. Interaksi aktif antara orang tua dan anak 
                                                
18 Laila Sahidan (45 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 6/12/2019. 
19 Muhammad Badawi (48 tahun), Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 
5/12/2019. 
20 Kamaruddin Amir (42 tahun), Hakim Pengadilan Agama Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 
6/12/2019. 
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2. Keterbukaan informasi antara anak dan orang tua 
3. Mengedepankan pendidikan formal maupun non formal Pemahaman terkait 
agama dan adat-istiadat. 
 
D. Penutup 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada dua kesimpulan yang ada dijelaskan 
secara singkat. Pertama, pertimbangan hakim untuk membatalkan pernikahan dalam 
perkara yang diteliti adalah karena adanya syarat sah nikah yang tidak terpenuhi yaitu 
wali nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kedua, dalam pandangan 
hukum Islam perkara pernikahan tersebut memang seharusnya dibatalkan. Sebab 
silariang dalam pandangan Islam hukumnya haram, secara adat juga ‘dilaknat’ karena 
terkait dengan siri’ keluarga. Disisi lain, silariang tidak diakui oleh Negara secara hukum 
karena tidak tercatat di Kemeterian Agama, atau dalam hal ini tidak memiliki kekuatan 
hukum. 
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